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Latar BelakangReviuRKA-K/L

fArahan Wakil Presiden RI. pada lokakarya APIP tanggal 22 Februari 2012
menyampaikanbahwa APIPtidak hanyamasalahexposttetapi APIPharus sudah
mulai berperan sejaktahap perencanaan penganggaran.

\J

KSurat MenPAN RB kepada Menteri KeuanganNomor B/2362/M .PAI\I-RB/2012\
tanggal 23 Agustus 2012, O! 0 Yiddk hanya berperan mereviu terhadap
Laporan Keuangan tetapi diharapkan juga mereviu tahap penyusunan

anggaran (RKA-+ ¥ ,. QAPIP diharapkan melakukan pengawasan dini
sehingga diharapkan saat pelaksanaannya tidak terjadi pemborosan

Qpenyimpangan keuangan negara. /
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Q& Dasar Hukum Reviu: RKA/L

e
Reviu
TA 2014

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2013 Tentang Petunjuk

Penyusunandan PenelaahanRKAK/L sebagaimanatelah diubah dengan PMK

194/PMK .02/ 2013, lampiran PedomanReviu RKAK/L .

\_ Reviu

-~ TA 2015
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02/2014 Tentang Petunjuk
Penyusunan dan PenelaahanRKAK/L yang dilengkapi dengan lampiran Il
berisi Pedoman Penelitian dan Reviu RKA-KI/L .

- Reviu
e TA 2016
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2015 Tentang Petunjuk
Penyusunandan PenelaahanRKAK/L dan PengesaharDaftar Isian Pelaksanaan
Anggaranyang dilengkapi dengan lampiran VI berisi Pedoman Penelitian dan
kReviu RKA-KI/L . Yy




- Dalam rangka  meningkatkan  kualitas perencanaan
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Dasar Hukum Reviu:RKA
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Penelitian dan Reviu RKAKI/L,

-

Pasal 8

penganggaran K/L, RKAK/L wunit Eselon | vyg telah

ditandatangani disampaikan kepada:

a. Sekretariat Jenderal/ Sekretariat Utama/ Sekretariat c.q.
Biro Perencanaan /Unit Perencanaan K/L untuk diteliti ;
dan

N N\ BPI1PK N

Reviu RKAK/L unit Eselon | oleh APIP K/L dilakukan untuk
memberikan keyakinan terbatas (limited assurance) da
memastikan kepatuhan penerapan kaidah-kaida
perencanaan



PEDOMAN REVIU RKK/L

Peraturan Menteri Keuangan
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Waktu Pelaksanaan Reviu
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